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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT atas semua nikmat dan karuniah-Nya 

sehingga buku ini selesai disusun. Buku yang berjudul Pendidikan 

Pancasila untuk Mahasiswa ini merupakan buku sederhana yang 

bisa dijadikan sebagai referensi, pegangan atau pedoman bagi 

dosen, guru, dan mahasiswa dalam membentuk warga negara yang 

baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara 

serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara 

Indonesia. 

Pendidikan Pancasila adalah salah satu bagian dari mata 

kuliah wajib umum yang membentuk kepribadian ilmuwan atau 

ahli dalam masing-masing bidang ilmu sehingga lulusan yang 

dihasilkan nantinya akan menjadi lulusan yang berjiwa dan 

berkepribadian Indonesia. Pendidikan Pancasila bertujuan 

mengembangkan kemampuan, kepribadian, dan upaya 

pembangunan karakter peserta didik dalam berbagai bidang, 

politik, ekonomi, sosial dan budaya.  

Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah yang 

memberikan pedoman kepada setiap insan untuk mengkaji, 

menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan 

bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila 

sebagai ideologi dan dasar Negara Republik Indonesia.  

Oleh karena itu, buku Pendidikan Pancasila ini menjadi 

acuan dasar bagi mahasiswa di perguruan tinggi yang sangat 

penting untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada generasi 

muda. Buku ini memberikan pedoman dalam mengkaji dan 

memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan 

pembangunan bangsa dan Negara.  

Buku Pendidikan Pancasila ini berisikan delapan materi, 

yaitu: (1) Pendahuluan, (2) Pancasila dalam Konteks Sejarah 

Perjuangan Bangsa Indonesia, (3) Pancasila sebagai Sistem Filsafat, 

(4) Pancasila sebagai Etika Politik Kehidupan Berbangsa dan 

Bernegara, (5) Pancasila sebagai Ideologi Nasional, (6) Pancasila 

dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia, (7) Pancasila 



iv 
 

sebagai Paradigma Pembangunan, dan (8) Nilai-Nilai yang 

Terkadung dalam Pancasila.   

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini 

terdapat kekurangan, tetapi penulis meyakini sepenuhnya bahwa 

sekecil apapun buku ini tetap memberikan manfaat bagi para 

pendidik, calon pendidik, serta mahasiswa baik kependidikan 

maupun non kependidikan guna pengembangan ilmu dan 

peningkatan SDM yang berkualitas. Akhir kata guna 

penyempurnaan buku ini kritik dan saran dari pembaca sangat 

penulis nantikan dan kepada penerbit yang telah bersediah 

menerbitkan buku ini, tak lupa kami ucapkan terima kasih.  

Mudah-mudahan saran dan kritik yang diberikan dapat 

menjadi bahan perbaikan bagi penulis dan menjadi amal kebaikan 

di sisi Allah SWT. Semoga Allah SWT meridhoi. Amiin Ya 

5DEEDO·$ODPLQ� 

 

Kendari,      September 2023 

Penulis 
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BAB 

1 

 

 

Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan bangsa dan negara 

Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila telah ada jauh sebelum bangsa 

dan negara Indonesia terbentuk. Pancasila, bangsa dan negara 

Indonesia dalam pembentukannya melalui suatu proses dan jalan 

yang panjang dan tidak mudah yang pada akhirnya dicapai dalam 

suatu kesepakatan bersama. Bangsa Indonesia dalam proses 

menegara telah dimulai dari zaman-zaman kerajaan di Nusatara, 

pemerintahan bangsa penjajah sampai mencapai kemerdekaannya. 

Munculnya kesadaran nasional, peristiwa sumpah pemuda 28 

Oktober 1928  melahirkan satu bangsa, satu tanah air, dan satu 

bahasa  untuk menuju pada proses pembentukan negara  Indonesia 

Proklamasi 17 Agustus 1945.  

Pancasila adalah dasar falsafah Negara Indonesia 

sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Oleh sebab 

itu, setiap warga Negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, 

menghayati, dan mengamalkannya dalam segala bidang 

kehidupan. Pancasila secara ilmiah dan substansi kajian Pancasila.   

Pancasila adalah lima sila yang merupakan satu kesatuan rangkaian 

nilai-nilai luhur yang bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat 

Indonesia yang sangat majemuk dan beragam dalam artian Bhineka 

Tunggal Ika.  Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan bangsa dan 

Negara Indonesia, karena itu penting untuk dipelajari dan dikaji 

secara mendalam agar generasi mudah tumbuh dengan semangat 

dan jiwa Pancasila. 

 

 

PENDAHULUAN 
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A. Pancasila pada Masa Kerajaan-Kerajaan Nasional  

1. Masa Kerajaan Sriwijaya  

Pada abad ke VII, berdirilah kerajaan Sriwijaya di 

bawah kekuasaan Wangsa Syailendra di Sumatera. Kerajaan 

yang berbahsa Melayu Kuno dan menggunakan huruf 

Pallawa tersebut dikenal juga sebagai kerajaan maritim yang 

mengandalkan jalur perhubungan laut. Kekuasaan Sriwijaya 

menguasai Selat Sunda (686), kemudian Selat Malaka (775).  

Sistem perdagangan telah diatur dengan baik, dimana 

pemerintah melalui pegawai raja membentuk suatu badan 

yang dapat mengumpulkan hasil kerajinan rakyat sehingga 

rakyat megalami kemudahan dalam pemasarannya. Dalam 

sistem pemerintahan sudah terdapat pegawai pengurus 

pajak, harta benda kerajaan, rohaniawan yang menjadi 

pengawas teknis pembangunan gedung-gedung dan patung-

patung suci sehingga saat itu kerajaan dapat menjalankan 

system negaranya dengan nilai-nilai ketuhanan. 

(Kaelan,1999: 27).  

Pada zaman Sriwijaya telah didirikan universitas 

agama Budha yang sudah dikenal di Asia. Pelajar di 

universitas ini dapat melanjutkan studi ke India, banyak 

guru-guru tamu yang mengajar di sini dari India, seperti 

Dharmakitri. Cita-cita kesejahteraan bersama dalam suatu 

negara telah tercermin pada kerajaan Sriwijaya, sebagaimana 

tersebut dalam perkataan ´PDUYXDW� YDQQXD� &ULZLMD\D�

PANCASILA DALAM 
KONTEKS SEJARAH 

PERJUANGAN BANGSA 
INDONESIA 
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A. Pengertian Filsafat   

Secara etimologi, kata falsafah berasal dari bahasa Yunani, 

yaitu philosophie: philo/philos/philein yang artinya 

cinta/pecinta/mencintai dan Sophia, yang berarti 

kebijakan/wisdom/kearifan/hikmah/hakikat kebenaran. Jadi 

filasafat artinya cinta akan kebijakan atau hakikat kebenaran. 

Berfilsafat, berarti berpikir sedalam-dalamnya (merenung) 

terhadap sesuatu secara metodik, sistematis, menyeluruh, dan 

universal untuk mencari hakikat sesuatu. Menurut D. Runes, 

filsafat berarti ilmu yang paling umum yang mengandung usaha 

mencari kebijakan dan cinta akan kebijakan (BP-7, 1993: 8). 

Pada umumnya terdapat dua pengertian filsafat, yaitu 

filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Selain 

itu, ada pengertian lain, yaitu filsafat sebagai ilmu dan filsafat 

sebagai pandangan hidup. Demikian pula, dikenal ada filsafat 

dalam arti teoretis dan filsafat dalam arti praktis.  Pancasila 

dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai 

pandangan hidup, dan filsafat dalam arti praktis. Hal ini berarti 

filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai 

pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku dan 

perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia 

di mana pun mereka berada. 

Sebelum seseorang bersikap, bertingkah laku, atau 

berbuat, terlebih dahulu ia akan berpikir tentang sikap, tingkah 

laku, dan perbuatan mana yang sebaiknya dilakukan. Hasil 

PANCASILA 
SEBAGAI SISTEM 

FILSAFAT 
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A. Pengertian Etika Politik 

Etika politik adalah sebagai salah satu cabang etika yang 

termasuk dalam lingkungan filsafat. Filsafat yang langsung 

mempertanyakan praksis manusia adalah etika. Etika 

mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Ada 

berbagai bidang etika khusus, seperti etka individu, etika sosial, 

etika keluarga, etika profesi, dan etka pendidikan. Dalam hal ini 

termasuk etika politik yang berkenaan dengan dimensi politis 

kehidupan manusia. 

Etika berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk 

mengukur betul-salahnya tindakan manusia sebagai manusia. 

Dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggung 

jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan 

hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang 

berlaku dan lain sebagainya. 

Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada 

penyediaan alat-alat teoretis untuk mempertanyakan serta 

menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, 

tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkan 

secara rasional, objektif, dan argumentatif. Etika politik tidak 

langsung mencampuri politik praktis. Tugas etika politik 

membantu agar pembahasan masalah-masalah ideolgis dapat 

dijalankan secara objektif. Etika politik dapat memberikan 

patokan orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang 

memang mau menilai kualitas tatanan  dan kehidupan politik 

dengan tolok ukur martabat manusia atau mempertanyakan 

PANCASILA SEBAGAI ETIKA 
POLITIK KEHIDUPAN 

BERBANGSA DAN 
BERNEGARA 
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A. Pengertian Ideologi  

Ideologi adalah gabungan dari dua kata majemuk idea dan 

logos, yang berasal dari bahasa Yunani eidos dan logos. Secara 

sederhana ideologi berarti suatu gagasan yang berdasarkan 

pemikiran yang sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran 

filsafat. Dalam arti kata luas istilah ideologi dipergunakan untuk  

segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-

keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman 

normatif. Dalam artian ini ideologi disebut terbuka. 

Dalam arti sempit ideologi adalah gagasan atau teori yang 

menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau 

menentukkan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup 

dan bertindak. Dalam artian ini disebut juga ideologi tertutup. 

Kata ideologi sering juga dijumpai untuk pengertian 

memutlakkan gagasan tertentu, sifatnya tertutup di mana teori-

teori bersifat pura-pura dengan kebenaran tertentu, tetapi 

menyembunyikan kepentingan kekuasaan tertentu yang 

bertentangan dengan teorinya. Dalam hal ini ideologi 

diasosiasikan kepada hal yang bersifat negatif. 

Ideologi juga diartikan sebagai ajaran, doktrin, teori, atau 

ilmu yang diyakini kebenarannya, yang disusun, secara 

sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam 

menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Bahan Penataran BP-

7 Pusat, 1993). Suatu pandangan hidup akan meningkat menjadi 

suatu falsafat hidup, sedangkan kristalisasinya kemudian 

PANCASILA SEBAGAI 
IDEOLOGI NASIONAL 
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A. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945 

1. Pengertian UUD 1945 

Undang-udang dasar ialah kumpulan aturan atau 

ketentuan dalam suatu kondifikasi mengenai hal-hal yang 

mendasar atau pokok ketatanegaraan suatu negara sehingga 

kepadanya diberikan sifat kekal dan luhur, sedangkan untuk 

mengubahnya diperlukan cara yang istimewa serta lebih 

berat kalau dibandingkan dengan pembuatan atau 

perubahan peraturan perundang-ndangan sehari-hari. 

UUD1945 adalah hukum dasar yang tertulis, yang 

mempunya arti ahwa UUD1945 mengikat pemerintah, setiap 

lembaga negara, lembaga masyarakat, dan seluruh warga 

Negara Indonesia di manapun mereka berada dan setiap 

penduduk yang berdomisili di wilayah Negara Republik 

Indonesia. Sebagai hukum, UUD 1945 berisi norma, aturan, 

dan ketentuan yang dilaksanakan dan ditaati. 

Secara teoretis, undang-undang dasar harus 

memenuhi dua syarat, yaitu syarat mengenai bentuknya dan 

syarat mengenai isinya. Bentuknya sebagai naskah tertulis 

yang merupakan undang-undang yang tertinggi yang 

berlaku dalam suatu negara. Isinya merupakan peraturan 

yang bersifat fundamental, artinya bahwa tidak semua 

masalah yang penting haru dimuat dalam undang-undang 

dasar, melainkan hal-hal yang pokok, dasar atau asas saja. 

Penampilan hukum itu sendiri berubah-ubah sesuai dengan 

PANCASILA DALAM 
KONTEKS 

KETATANEGARAAN 
REPUBLIK INDONESIA 
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A. Pengertian Pancasila Paradigma Pembangunan 

Istilah paradigma menurut kamus Bahasa Indonesia 

(Depdikbud) 1990) memiliki beberapa pengertian, yaitu (1) 

daftar dari semua pembentukan dari sebuah kata yang 

memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut, (2) 

model dalam teori ilmu pengetahuan, (3) kerangka berpikir. 

Dalam konteks ini pengertian paradigma adalah pengertian 

kedua dan ketiga, khususnya yang ketiga, yaitu kerangka 

berpikir.   

Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah 

paradigma sebagai ilmu pengetahuan terutama dalam kaitannya 

dengan filsafat ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khun. 

Pengertian paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dan asumsi-

asumsi teoritis yang umum, sehingga merupakan sumber 

hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang 

menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu 

sendiri (Kaelan 2000). 

Sifat ilmu pengetahuan yang dinamis menyebabkan 

semakin banyak hasil-hasil penelitian, sehingga membuka 

kemungkinan ditemukan kelemahan-kelemahan pada teori-

teori yang digunakan. Dengan demikian, para ilmuwan 

mengkaji kembali teori-teori dasar dari ilmu itu sendiri. 

Contohnya dalam ilmu sosial manakala suatu teori yang 

didasarkan kepada suatu hasil penelitian ilmiah berdasarkan 

metode kuantitatif yang mengkaji manusia dan masyarakat 

berdasarkan sifat-sifat parsial, terukur dan korelatif ternyata 

PANCASILA SEBAGAI 
PARADIGMA 

PEMBANGUNAN 
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A. Nilai-Nilai Pancasila  

1. Nilai Ketuhanan 

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti 

adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya 

Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan nilai ini 

menyatakan bangsa indonesia merupakan bangsa yang 

religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga 

memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk 

memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, 

tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif 

antarumat beragama. 

Secara umum dapat dilihat dalam penjelasan berikut 

ini:  

a. Merupakan bentuk keyakinan yang berpangkal dari 

kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. 

b. Negara menjamin bagi setiap penduduk untuk beribadah 

menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 

c. Tidak boleh melakukan perbuatan yang anti ketuhanan 

dan anti kehidupan beragama. 

d. Mengembangkan kehidupan toleransi baik antarintern 

maupun antara umat beragama. 

e. Mengatur hubungan Negara dan agama, hubungan 

manusia dengan Sang Pencipta, serta nilai yang 

menyangkut hak asasi yang paling asasi. 

 

NILAI-NILAI YANG 
TERKANDUNG DALAM 

PANCASILA 
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Drs. Sulfa, M.Si., lahir 31 Desember 

1965 anak kedua dari pasangan almarhum 

La Saula dan almarhumah Wa Ifa di Desa 

Masaloka, Kecamatan Kepulauan Masaloka 

Raya, Kabupaten Bombana, Sulawesi 

Tenggara. Sekolah Dasar ditamatkan di SD 

Negeri Masaloka tahun 1979, Sekolah 

Menengah Pertama ditamatkan di SMP 

Negeri Kasipute Bombana pada tahun 1982, 
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Menyelesaikan studi S1 di Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Halu Oleo pada tahun 1990 Jurusan 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan 

Moral Pancasila dan Kewargaan Negara. Tahun 1997 melanjutkan 

studi S2 di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dan meraih gelar 

magister Katahanan Nasional pada tahun 2000. Sejak tahun 

1991sampai sekarang diangkat sebagai dosen tetap di Jurusan PPKn 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. 

Terdapat beberapa mata kuliah yang diampuh, antara lain: Ilmu 
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Kurikulum PPKn Sekolah Menengah, Perencanaan Pembelajaran 

PPKn. Selain itu, penulis mengajar juga di beberapa fakultas 

lingkup universitas Halu Oleo, dan Poltekes Kendari dengan mata 

kuliah Pancasila dan mata kuliah Kewarganegaraan. Di FKIP UHO 

pernah diberikan kepercayaan melaksanakan tugas tambahan, 

menjadi Ketua Program Studi PPKn tahun 2005-2009, Ketua Jurusan 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2009-2012, Wakil Dekan 

Bidang Akademik 2012-2014, Wakil Dekan Bidang Administrasi 

dan Keuangan tahun 2014-2016, dan menjadi Kepala Pusat Studi 

Pancasila Universitas Halu Oleo 2016-2021. Tahun 2020 hingga 

sekarang menjadi anggota pengurus Asosiasi Profesi Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI) wilayah 
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Kamus Perikanan dan Kelautan: Aspek Teknis dan Sosial Budaya 

(Penerbit Unhalu Press). Buku ber-ISBN yang telah diterbitkan 

berjudul: Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. 

Penerbit Eureka Media Aksara, Purbalingga 2023).  

 

 

Drs. Sofyan Amu, M.Si., Lahir 7 

Juli 1961 dari pasangan almarhum 

Ahmad Dano Amu dan almarhumah 
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Kecamatan Tapa Kabupaten Gorontalo. 

Sekolah Dasar ditamatkan di SD Negeri 

III Tidore Kecamatan Tahuna Kabupaten 

Sangihe dan Talaud pada tahun 1974.  

Sekolah Menengah Pertama 

ditamatkan di SMP Negeri 201 Tahuna Kabupaten Sangihe dan 

Talaud tahun 1987, dan tamat SPG Negeri Tahuna Kabupaten 

Sangihe dan Talaud tahun 1981. 

Menyelesaikan Studi S1 di Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP 

Negeri Manado Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan 

pada tahun 1986, melanjutkan Studi S2 di Sekolah Pascasarjana 

Universitas Gadjah Mada Jogyakarta pada Program Studi 

Ketahanan Nasional dan meraih gelar Magister Saice pada tahun 
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tatap pada Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia 

Dini (PG PAUD) Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 

Universitas Negeri Manado. Mata Kuliah Yang diampuh antara lain 

Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegeraan, 

Pengembangan Kurikulum Anak Usia Dini, Pengembangan 

Kempuan Kecerdasan Majemuk, Belajar dan Pembelajaran, 

Perencanaan pembelajaran, Metodologi Penelitian. Selain itu, 
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Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi dan Fakultas Ilmu 

Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri 

Manado dengan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Mata 
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